
PRIORITAS
PERENCANAAN

Disampaikan oleh:
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan 
Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri 

PEMBANGUNAN 
DAERAH BERBASIS DATA
DALAM SIPD



PEMBANGUNAN DAERAH 
DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Daerah 

melaksanakan pembangunan untuk 

peningkatan dan pemerataan:

1. Pendapatan masyarakat;

2. Kesempatan kerja;

3. Lapangan berusaha;

4. Akses dan kualitas pelayanan publik

5. Daya saing Daerah.

(UU 23/2014 PEMERINTAHAN DAERAH)

PEMBANGUNAN DAERAH merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional



PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

U R U S A N  P E M E R I N T A H A N
adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR 

NEGERI
6. MONETER & FISKAL

PILIHAN
(8)

WAJIB
(24)

URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM

PELAYANAN DASAR 
NON PELAYANAN 

DASAR

KEWENANGAN 
PEMERINTAHAN

 PUSAT

S P M N S P K

URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar
1. Pendidikan 
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat &kawasan 

pemukiman
5. Ketentraman, ketertiaban & 

perlindungan Masyarakat
6. Sosial
URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan 
Dasar
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & 

perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & 

catatan sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat & 

Desa

8. Pengendalian penduduk & keluarga 

berencana
9. Perhubungan
10.Komunikasi & Informatika
11.Koperasi, usaha kecil & menengah
12.Penanaman Modal
13.Kepemudaan & Olah raga
14.Statistik
15.Persandian
16.Kebudayaan
17.Perpustakaan dan
18.Kearsipan    
URUSAN PILIHAN
1. Pertanian 
2. Kehutanan 
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata 
5. Kelautan dan Perikanan 
6. Perdagangan 
7. Perindustrian
8. Transmigrasi 

Unsur Pendukung Urusan 
Pemerintahan
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

Unsur Penunjang Urusan 
Pemerintahan
1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Penelitian dan Pengembangan
6. Pengelolaan Perbatasan
7. Pengelolaan Penghubung

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
1. Inspektorat Daerah

Unsur Kewilayahan
1. Kecamatan Administrasi
2. Kota Administrasi
3. Kabupaten Administrasi

Unsur Kekhususan
1. Kekhususan Aceh
2. Kekhususan Papua
3. Kekhususan Papua Barat

Unsur Pemerintahan Umum
1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai Kewenangan, Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan daerah 

mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan



8 Misi Asta Cita

17 Program Prioritas

(PRO SN) PEMETAAN TEMATIK 
PEMBANGUNAN

SESUAI KEWENANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI
MELAKUKAN PEMBINAAN & 

PENGAWASAN
RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD & KINERJA 

MELALUI SIPD
(PEDOMAN RPJPD, RPJMD, RKPD & 

PEDOMAN APBD)

KABINET MERAH PUTIH

INTERVENSI

KEMISKINAN EKSTREEM, STUNTING, 
MBG, INFLASI, PERSAMPAHAN, 

GENDER, KOPERASI MERAH PUTIH, 
SEKOLAH RAKYAT, DLL 

KEWENANGAN DAERAH
32 URUSAN KONKUREN, 412 PROGRAM, 
1.778 KEGIATAN, 7.678 SUB KEGIATAN, 

1.172 INDIKATOR OUTCOME, 8.373 DSSD

DIBIAYAI APBD, DAK, DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA 
SESUAI KEWENANGAN DAERAH DI PRIORITASKAN UNTUK 

“PELAYANAN” KEPADA MASYARAKAT
OUTPUT

KINERJA DAN KERJA KEPALA DAERAH 
DALAM MENDUKUNG ASTACITA

(KINERJA “PELAYANAN” MASYARAKAT & ASTACITA)

2025-2029

INTERVENSI

ASTA CITA DARI PERSPEKTIF KEWENANGAN DAERAH 

DALAM PELAYANAN PUBLIK

BIDANG URUSAN 

MENDUKUNG ASTACITA

PROGRAM MENDUKUNG 
ASTACITA 

SUB KEGIATAN MENDUKUNG ASTACITA (UTAMAKAN 
“PELAYANAN” KEPADA MASYARAKAT)

INTERVENSI

INTERNALISASI 
RAKORTEKRENBANG ke 
RPJMD, RENSTRA, RKPD, 

RENJA, APBD, RKA

MENTERI DALAM NEGERI
MELAKUKAN PEMBINAAN & 

PENGAWASAN
RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD & 

KINERJA MELALUI SIPD
(PEDOMAN RPJPD, RPJMD, RKPD & 

PEDOMAN APBD)



DUKUNGAN SUB KEGIATAN RENSTRA
TERHADAP ASTA CITA



DUKUNGAN SUB KEGIATAN RENSTRA
PROV, KAB,KOTA SE JATENG TERHADAP ASTA CITA



DUKUNGAN SUB KEGIATAN RKPD 2025
PROV, KAB,KOTA SE JATENG TERHADAP ASTA CITA



KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM RANGKA 

MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

1 2
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 

Tahun 2025-2029

(Instruksi Menteri Dalam Negeri 2/2025)

Penyesuaian arah kebijakan pembangunan 

daerah melalui P-RKPD dan P-APBD Tahun 

2025 (SE Mendagri 900.1.1/640/SJ)

3

Permendagri 10/2025 ttg Pedum RKPD 20263



Surat Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi 

Dokrenda dalam SIPD4



Informasi

Pembangunan Daerah 

(Dikelola BAPPEDA)

Informasi Keuangan 

Daerah

(Dikelola BAKD)

Informasi Pemda 

Lainnya

Informasi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Data Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

▪ Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD dimulai dari data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan proses perencanaan 
pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah

▪ Data Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses memuat e-Walidata, Data Perencanaan dan aplikasi pemutakhiran dalam menyediakan database 

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan Dokrenda.
▪ Proses perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data menjadi dasar dalam 

penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah yang berkualitas. (Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019)
▪ Analisis dan profil memberikan gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan daerah, serta proyeksi 

pembangunan daerah ke depan.

Prosese-walidata berisikan, proses ini menjamin data

dan informasi yang valid sesuai prinsip Satu Data Indonesia

sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Analisis dan Profil 

Pembangunan 

Daerah

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Informasi Hasil 
Pembangunan Daerah

Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah

INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM SIPD

Pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 8 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019



DATA & INFORMASI SIPD JAWA TENGAH DALAM MENDUKUNG 

ASTA CITA DARI PERSPEKTIF KEWENANGAN DAERAH 

DALAM MELAYANI MASYARAKAT



DATA & INFORMASI PEMUTAKHIRAN SIPD KEWENANGAN DAERAH 

DALAM MENDUKUNG ASTA CITA 2026



DATA & INFORMASI INDIKATOR OUTCOME PEMUTAKHIRAN SIPD

SESUAI KEWENANGAN DAERAH 



PERANGKAT DAERAH BERBASIS URUSAN PELAYANAN PUBLIK

SESUAI KEWENANGAN
(Basis Data Kependudukan)



KETERSEDIAAN DATA PERDA RPJPD KAB/KOTA SE JAWA TENGAH 

DALAM SIPD



KETERSEDIAAN DATA RPJMD KAB/KOTA SE JAWA TENGAH

DALAM SIPD



PERAN & PROSES DALAM eWALIDATA SIPD

BAPPEDA
5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Seluruh Perangkat Daerah
X.XX.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah
X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata 

Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Walidata
2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral

2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam 
penyelenggaraan statistik sektoral

Walidata
2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral

2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam 
penyelenggaraan statistik sektoral

API

(interoperabilitas SDI)

API

(interoperabilitas SDI)



KETERSEDIAAN PUBLIKASI DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

KAB/KOTA SE JAWA TENGAH DALAM SIPD



ASTA CITA 
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, 
dan hak asasi manusia (HAM).

1.

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA 1. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat: Terwujudnya manajemen bencana yang 
terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan 
Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai 
standar

2. Komunikasi dan Informatika: Terakselerasinya transformasi 
pemerintah digital di daerah

3. Kesatuan bangsa dan politik: Meningkatnya Kualitas Politik 
dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai 
ideologi Pancasila

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

2  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI
2 PROGRAM   KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di Daerah

1. program peningkatan 
peran partai politik dan 
lembaga pendidikan 
melalui pendidikan 
politik dan 
pengembangan etika 
serta budaya politik

2. program 
pemberdayaan dan 
pengawasan 
organisasi 
kemasyarakatan

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 3 PROGRAM 
TANTRIBUMLINMAS 

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana 
Kabupaten/Kota

3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan 
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 
Pengawalan

4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah  dan 
Peraturan Kepala Daerah

5. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

6. Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas 
Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota

1. program 
penanggulangan 
bencana

2. program 
peningkatan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum

3. program 
pencegahan, 
penanggulangan, 
penyelamatan 
kebakaran dan 
penyelamatan non 
kebakaran 

8 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM  KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA

1. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 
dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2. Pelayanan Informasi Publik
3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
5. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
7. Penyediaan Akses Internet
8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam 

rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

1. program pengelolaan 
informasi dan 
komunikasi publik

2. program pengelolaan 
aplikasi informatika



DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 1

SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD



4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PANGAN

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di 

Provinsi
3. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan 

pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

1. program peningkatan 
diversifikasi dan 
ketahanan pangan 
masyarakat

2. program penanganan 
kerawanan pangan

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PERTANIAN

1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung 
Pertanian

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
4. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
6. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

1. program penyediaan 
dan pengembangan 
sarana pertanian

2. program penyediaan 
dan pengembangan 
prasarana pertanian

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, 

Udara, dan Laut
3. Pengelolaan sampah Regional
4. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota

1. program pengendalian 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup

2. program pengelolaan 
persampahan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM ESDM

1. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
2. Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum 

Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, 

Daerah Terpencil dan Perdesaan

1. program pengelolaan energi 
baru terbarukan

2. program pengelolaan 
ketenagalistrikan

4  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM KEHUTANAN

1. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
2. Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan 

baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
3. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 
4. Penyiapan Perhutanan Sosial

1. program pengelolaan hutan
2. program pendidikan dan 

pelatihan, penyuluhan dan 
pemberdayaan masyarakat 
di bidang kehutanan

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 1 PROGRAM PERSANDIAN

1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 
Pemerintah Daerah

2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah

program penyelenggaraan 
persandian untuk 
pengamanan informasi

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

1. PUPR: (1) Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian 
swasembada pangan, energi, dan air. (2) Terlaksananya pembangunan daerah 
sesuai dengan rencana tata ruang

2. Pangan: Meningkatnya ketahanan pangan
3. Pertanian: Meningkatnya Produksi Pertanian
4. Lingkungan Hidup: Lingkungan Hidup Berkualitas
5. Persandian: Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemda
6. Kelautan dan Perikanan: Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang 

Berkelanjutan
7. Kehutanan: Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber 

pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan 
energi

8. ESDM: Pencapaian Ketahanan Energi

ASTA CITA 
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

2.

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 3 PROGRAM PUPR

1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
5. Penetapan RTRW Provinsi
6. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau 

pernyataan mandiri pelaku UMKM

1. program pengelolaan 
sumber daya air (sda)

2. program pengelolaan dan 
pengembangan sistem 
penyediaan air minum

3. program penyelenggaraan 
penataan ruang

9 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI
2 PROGRAM 
KELAUTAN 
PERIKANAN

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
2. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
3. Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
4. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
5. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan  sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
6. Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
7. Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
8. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air 

lainnya sesuai kewenangan provinsi
9. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

1. program 
pengelolaan 
kelautan, 
pesisir dan 
pulau-pulau 
kecil

2. program 
pengawasan 
sumber daya 
kelautan dan 
perikanan

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA



DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 2

SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD



ASTA CITA 
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan 
kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan 
industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra 
produksi melalui peran aktif koperasi.

3.

1. Pertanahan: Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah 
dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan 
akses di daerah

2. Perhubungan: Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar 
Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Jalan Provinsi

3. Koperasi dan UKM: Peningkatan Produktivitas Koperasi dan 
UMKM

4. Kebudayaan: Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
5. Pariwisata: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kinerja Urusan (Outcome)  Prioritas Nasional 2026

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 1 PROGRAM PERTANAHAN

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam 
Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria

program redistribusi tanah 
dan ganti kerugian tanah 
kelebihan maksimum dan 
tanah absentee

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM 
PERHUBUNGAN

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan 

Penunjang)
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang 

Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

4. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau 
dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. program 
penyelenggaraan 
lalu lintas dan 
angkutan jalan 
(LLAJ)

2. program 
pengelolaan 
pelayaran

5 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM 
KEBUDAYAAN

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata 
Kebudayaan

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan 
Kebudayaan

3. Penetapan Cagar Budaya
4. Pengembangan Cagar Budaya
5. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari 

Cagar Budaya

1. program 
pengembangan 
kebudayaan

2. program pelestarian 
dan pengelolaan 
cagar budaya

12 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PARIWISATA

1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2. Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
5. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Provinsi
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan 

Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
9. Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
10. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
11. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
12. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

1. program peningkatan 
daya tarik destinasi 
pariwisata

2. program pengembangan 
ekonomi kreatif melalui 
pemanfaatan dan 
perlindungan hak 
kekayaan intelektual

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM 
KOPERASI & UKM

1. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok 
Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam 
Pengembangan Ekonomi

2. Pemberdayaan  Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang 
Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan 
Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan 
Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta 
Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

1. program 
pemberdayaan dan 
perlindungan koperasi

2. program 
pemberdayaan usaha 
menengah, usaha 
kecil, dan usaha mikro 
(umkm)

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA
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6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 1 PROGRAM 
PENDIDIKAN

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan
3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan
4. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
6. Pembangunan Ruang Kelas Baru

Program pengelolaan 
Pendidikan 

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM KESEHATAN

1. Pengembangan Rumah Sakit
2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan 

Minuman di Fasilitas Kesehatan
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 
5. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. program pemenuhan upaya 
kesehatan perorangan  dan 
masyarakat 

2. program peningkatan 
kapasitas SDM kesehatan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM SOSIAL

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
Perseorangan Kewenangan Provinsi

3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

1. program pemberdayaan 
sosial

2. program perlindungan 
dan jaminan sosial

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM TENAGA KERJA

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi 
Pencari Kerja

2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan 

Industrial
4. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 

Kesejahteraan Pekerja

1. program pelatihan kerja dan 
produktivitas tenaga kerja

2. program hubungan 
industrial

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN PPA

1. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2. peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau 

hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
3. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan 

pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
4. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi 

dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. program pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan 
perempuan

2. program perlindungan khusus 
anak

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM ADMINDUK

1. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
2. Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah 

Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
3. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
4. Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan 

Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

1. program pendaftaran 
penduduk

2. program pencatatan sipil

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PPKB

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi 
Pencari Kerja

2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan 

Industrial
4. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 

Kesejahteraan Pekerja

1. program pembinaan 
keluarga berencana (kb)

2. program pemberdayaan dan 
peningkatan keluarga 
sejahtera (ks)

4  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OR

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan 
Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi 
kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi 
pemuda

3. Seleksi Atlet Daerah
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi

1. program pengembangan 
kapasitas daya saing 
kepemudaan

2. program pengembangan daya 
saing keolahragaan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PERPUSTAKAAN

1. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
2. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
3. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya 

Rekam
4. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang 

dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

1. program pembinaan 
perpustakaan

2. program pelestarian koleksi 
nasional dan naskah kuno

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

1. Pendidikan: Terpenuhinya Kebutuhan Dasar SPM Bidang Pendidikan
2. Kesehatan: Kesehatan Untuk Semua
3. Sosial: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
4. Tenaga kerja: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka 

produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
5. Pemberdayaan PPA: Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan 

Perlindungan Anak
6. Adminduk: Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, 

serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital
7. PPKB: Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)
8. Pora: Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi 

olahraga
9. Perpustakaan: Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat

ASTA CITA 
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, 
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), 
dan penyandang disabilitas.

4.

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA
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ASTA CITA 
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri 
berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan 
nilai tambah di dalam negeri.

5.

1. PUPR: (1) Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung 
pencapaian swasembada pangan, energi, dan air. (2) 
Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana 
tata ruang

2. Perhubungan: Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar 
Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Jalan Provinsi

3. Penanaman Modal: Pencapaian Target realisasi Penanaman 
Modal

4. Perdagangan: Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi 
Rantai Pasar Domestik dan Global

5. Perindustrian: Tercapainya pertumbuhan sektor industri 
pengolahan nonmigas

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 3 PROGRAM PUPR

1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 

Kabupaten/Kota
4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
5. Penetapan RTRW Provinsi
6. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau 

pernyataan mandiri pelaku UMKM

1. program pengelolaan 
sumber daya air (sda)

2. program pengelolaan 
dan pengembangan 
sistem penyediaan air 
minum

3. program 
penyelenggaraan 
penataan ruang

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM 
PERHUBUNGAN

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan 

Penunjang)
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani 

Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan 

Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi

1. program 
penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan 
jalan (LLAJ)

2. program pengelolaan 
pelayaran

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM 
PERDAGANGAN

1. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi Provinsi

2. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang 
Komoditas

3. Pameran Dagang Internasional/Nasional
4. Peningkatan Citra Produk Ekspor

1. program peningkatan 
sarana distribusi 
perdagangan

2. program 
pengembangan ekspor

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM 
PERINDUSTRIAN

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor 

perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
4. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor 

perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko 
melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan 
Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

1. program perencanaan 
dan pembangunan 
industri

2. program pengendalian 
izin usaha industri

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI
1 PROGRAM 

PENANAMAN MODAL

1. Pengawasan Penanaman Modal
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi 

Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

program pengendalian 
pelaksanaan penanaman 
modal

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA
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ASTA CITA 
Membangun dari desa dan dari bawah untuk 
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan.

6.

1. Perkim: Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan 
berkelanjutan

2. Sosial: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
3. Tenaga Kerja: Meningkatnya kinerja pembangunan 

ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, 
kesempatan kerja dan perlindungan pekerja

4. Pemberdayaan Masy & Desa: Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya 
Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

5. Transmigrasi: Mewujudkan transformasi kawasan 
transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

2  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI
2 PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASY & 
DESA

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 
Pemerintahan Desa

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. program penataan desa
2. program administrasi 

pemerintahan desa

3  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM TRANSMIGRASI

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon 
Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota

2. Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
3. Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman

1. program pembangunan 
kawasan transmigrasi

2. program pengembangan 
kawasan transmigrasi

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PERKIM 

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan 
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 
di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan 
Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

3. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
Permukiman

4. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 
Permukiman

1. Program Kawasan 
Permukiman

2. Program 
Peningkatan 
Prasarana, Sarana 
Dan Utilitas Umum 
(PSU)

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM SOSIAL

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi

3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

1. program 
pemberdayaan 
sosial

2. program 
perlindungan dan 
jaminan sosial

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM TENAGA 
KERJA

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Keterampilan bagi Pencari Kerja

2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan 

Hubungan Industrial
4. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

1. program pelatihan 
kerja dan 
produktivitas tenaga 
kerja

2. program hubungan 
industrial

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA
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ASTA CITA 
Memperkuat reformasi politik, hukum dan 
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan 
penyeludupan.

7.

1. Statistik: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi 
dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

2. Persandian: Menguatnya keamanan siber dan sandi 
lingkungan Pemerintah Daerah

3. Komunikasi dan Informatika: Terakselerasinya transformasi 
pemerintah digital di daerah

4. Kesatuan bangsa dan politik: Meningkatnya Kualitas Politik 
dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai 
ideologi Pancasila

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

2  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM   KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah

1. program peningkatan 
peran partai politik dan 
lembaga pendidikan 
melalui pendidikan 
politik dan 
pengembangan etika 
serta budaya politik

2. program pemberdayaan 
dan pengawasan 
organisasi 
kemasyarakatan

8 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI
2 PROGRAM  
KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA

1. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di 
Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2. Pelayanan Informasi Publik
3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
5. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang 

terintegrasi
6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
7. Penyediaan Akses Internet
8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam 

rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

1. program pengelolaan 
informasi dan 
komunikasi publik

2. program pengelolaan 
aplikasi informatika

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 1 PROGRAM 
PERSANDIAN

1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah

2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi 
dan Persandian Pemerintah Daerah

program penyelenggaraan 
persandian untuk 
pengamanan informasi

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 1 PROGRAM STATISTIK

1. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
2. Peningkatan kualitas statistik sektoral

program penyelenggaraan 
statistik sektoral

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA
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4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM LINGKUNGAN 
HIDUP

1. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, 

Air, Udara, dan Laut
3. Pengelolaan sampah Regional
4. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah 

di kabupaten/kota

1. program pengendalian 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 
hidup

2. program pengelolaan 
persampahan

PROGRAM 
SUB KEG 

PRIORITAS
PROVINSI

2026 

1. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat: 
Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, 
Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai 
standar

2. Lingkungan Hidup: Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Pemberdayaan Masy & Desa: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan 

Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
4. Kebudayaan: Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
5. Perpusatakaan: Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
6. Kearsipan: Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif 

Bangsa
7. Kesatuan bangsa dan politik: Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi 

Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

ASTA CITA 
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan 
lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat 
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8.

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

2  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM   KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di Daerah

1. program peningkatan peran 
partai politik dan lembaga 
pendidikan melalui pendidikan 
politik dan pengembangan etika 
serta budaya politik

2. program pemberdayaan dan 
pengawasan organisasi 
kemasyarakatan

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 3 PROGRAM 
TANTRIBUMLINMAS 

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah  dan Peraturan 
Kepala Daerah

5. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

6. Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas 
Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota

1. program 
penanggulangan 
bencana

2. program peningkatan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum

3. program pencegahan, 
penanggulangan, 
penyelamatan 
kebakaran dan 
penyelamatan non 
kebakaran 

2  LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM  PEMBERDAYAAN MASY & DESA

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 
Pemerintahan Desa

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. program penataan desa
2. program administrasi pemerintahan desa

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PERPUSTAKAAN

1. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
2. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
3. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya 

Rekam
4. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang 

dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

1. program pembinaan 
perpustakaan

2. program pelestarian koleksi 
nasional dan naskah kuno

5 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM KEBUDAYAAN

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata 
Kebudayaan

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
3. Penetapan Cagar Budaya
4. Pengembangan Cagar Budaya
5. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar 

Budaya

1. program 
pengembangan 
kebudayaan

2. program pelestarian 
dan pengelolaan cagar 
budaya

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 1 PROGRAM KEARSIPAN

1. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan 
provinsi

2. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 
Provinsi Melalui JIKN

program pengelolaan arsip

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA



DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 8

SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD



DATA & INFORMASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025 & 2026 DALAM MENDUKUNG ASTA CITA 

KAB/KOTA SE JAWA TENGAH DALAM SIPD



DATA & INFORMASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025 & 2026 DALAM MENDUKUNG ASTA CITA 

KAB KUDUS DALAM SIPD



DATA SEKTORAL DAERAH DALAM SUB KEGIATAN  RENSTRA PERANGKAT 

DAERAHTAHUN 2025 & 2026 DALAM MENDUKUNG ASTA CITA 

KAB KUDUS DALAM SIPD



REKAP DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024 DALAM DALAM SIPD



REKAP DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024 DALAM DALAM SIPD



REKAP DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024 DALAM DALAM SIPD



TERDAPAT SUB KEGIATAN YANG TIDAK DIGUNAKAN PEMDA



✓ Memastikan program prioritas Pemerintah Daerah selain mendukung visi misi Kepala 

Daerah juga selaras dengan Prioritas dan Program Strategis Nasional yang tertuang 

dalam Asta cita dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam

Permendagri Nomor 10 tahun 2025 dan per UU lainnya.

✓ Memastikan muatan penyelarasan pada RPJPN dengan RPJPD dituangkan dalam 

penyelarasan tema RKP 2026 terhadap RKPD Tahun 2026 serta mengacu pada 

rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. 

✓ Mengusung pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang ditetapkan

setiap tahun oleh kepala daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan 

sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

ARAHAN DAN TINDAK LANJUT
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